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LEGISLASI

Substansi RUU VJ abatan
Hakim Picu Resistensi

JAKARTA, KOMPAS — Sub-
stansi Rancangan Undang-Un-
dang Jabatan Hakim yang akan
segera dibahas Dewan Perwakil-
an Rakyat dan pemerintah me-
mancing resistensi dari Mahka-
mah Agung. Hal itu diduga ka-
rena substansi dalam draf yang
dibuat DPR cenderung memper-

ketat pengawasan serta sangat”

membatasi hakim.

Saat ini, DPR masih menunggu
daftar inventarisasi masalah dari
pemerintah. Sebelumnya, DPR
telah mengirimkan naskah RUU
Jabatan Hakim ke pemerintah
seusai RUU ditetapkan sebagai
usul inisiatif DPR dalam rapat
paripurna pada 12 Oktober lalu.

Anggota Komisi III dari Fraksi
Partai Nasdem, Taufiqulhadi, di
Kompleks Parlemen, Senayan,
Rabu (19/10), mengatakan, ada
sejumlah substansi dalam RUU
Jabatan Hakim yang akan me-
mancing resistensi karena me-
nyangkut kepentingan dan ke-
butuhan hakim. Terdapat tiga hal
penting yang disoroti dalam RUU
ity, yaitu evaluasi dan periodisasi
jabatan hakim agung selama lima
tahun oleh Komisi Yudisial (KY),
penurunan usia pensiun hakim
termasuk hakim agung, serta pe-
nambahan kewenangan penga-
wasan KY.

Pasal sempat hilang

Taufiqulhadi menuturkan, da-
lam proses perumusan draf RUU
Jabatan Hakim di Badan Keahli-
an DPR, pasal tentang evaluasi
lima tahunan untuk hakim agung
sempat menghilang dari draf. Pa-
dahal, sebelumnya, pasal tersebut
termasuk dalam isu krusial yang
diusulkan DPR untuk menjaga
profesionalitas dan kewibawaan
hakim.

Namun, akhirnya ketentuan
itu dituangkan dalam Pasal 32
draf RUU yang mengatur, hakim

agung menjabat selama lima ta-
hun dan bisa ditetapkan lagi da-

lam jabatan yang sama setiap |

lima tahun setelah melalui eva-
luasi oleh KY yang kemudian
diteruskan ke DPR. “Sempat ka-
mi permasalahkan, kenapa pasal
itu bisa menghilang. Kami men-
duga, di situ letak lobi-lobinya,”
ujar Taufiqulhadi.

Tidak hanya itu, pendekatan
pun dilakukan terhadap para
anggota Komisi III. Anggota Ko-

misi IIT dari Fraksi Partai Per-

satuan Pembangunan, Arsul Sani,
menyebutkan, ketika melakukan
kunjungan kerja atau.reses ke
daerah, anggota kerap didekati
sejumlah hakim tingkat pertama
yang meminta DPR menyesuai-
kan substansi beberapa pasal, se-
perti penurunan usia pensiun ha-
kim agung. “Sebab, pasal itu akan
menyulitkan mereka kalau sam-

- pai diloloskan,” katanya.

- DPR memang berniat mem-
percepat usia pensiun hakim,
yakni dari 67 tahun menjadi 63
tahun (hakim tingkat pertama),
dari 65 tahun menjadi 60 tahun
(hakim tingkat banding), dan da-
ri 70 tahun menjadi 67 tahun
(hakim agung).

Juru Bicara Mahkamah Agung
(MA) Suhadi mengakui, MA ke-
beratan dengan sejumlah pasal di
draf RUU Jabatan Hakim.

”Ini jauh berbeda dengan ha-°

rapan dan tujuan awal diben-
tuknya UU ini. Awalnya, UU ini
dimaksudkan untuk memberi-
kan kepastian mengenai status
hakim sebagai pejabat negara.
Kepastian itu meliputi jaminan
kesejahteraan, transportasi, dan
hal-hal lain yang terkait dengan
statusnya sebagai pejabat nega-
ra,” tuturnya.

Selain itu, tambahnya, apabila
usia pensiun hakim dipercepat,
jumlah hakim tinggal 50 persen
dari jumlah saat ini. (AGE/REK)
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